BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi-instansi pemerintah diharapkan memasukkan dari pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 
Pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelolah oleh pemerintah pusat dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sedangkan, pajak daerah merupakan pajak yang dikelolah oleh pemerintah daerah baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten/kota.

Pajak pusat terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh);

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Bea Cukai;
Sedangkan pajak daerah terdiri dari:

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
7. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
9. Pajak Pengambillan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
10. Pajak Restoran; 
11. Pajak Hotel;

12. Pajak Reklame;

13. Pajak hiburan;

14. Pajak Penerangan Jalan;

15. Pajak Parkir;

16. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

17. Pajak Lain-lain;

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah Pajak Penghasilan pasal 21. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000.

PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) adalah salah satu perusahaan yang menghasilkan UAP panas bumi yang di bangkitkan menjadi energi listrik yang bermanfaat untuk masyarakat. Perusahaan juga memberikan jasa timbal balik kepada semua karyawannya dengan dengan memberikan gaji, tunjangan-tunjangan dan THR. Namun karyawan yang telah memperoleh penghasilan haruslah melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, dan atas penghasilannya tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam prakteknya perusahaan PGE tidak  memungut biaya jabatan atas karyawan yang bekerja yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto/penghasilan kotor, setinggi- tingginya RP. 6.000.000,-setahun atau Rp. 500.000,- perbulan, walaupun demikian sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahend ong adalah sistem pemungutan pajak penghasilan secara self assessment system, dimana wajib pajak diberi kepercayakan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tentang “Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tomohon”.
1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah; “Apakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tomohon telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku?” 
1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang berlaku di PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tomohon. 
1.4  Manfaat Penelitian


Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat bagi perusahaan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perhitungan PPh pasal 21 yang sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku, agar lebih meningkatkan pendapatan karyawan dan kinerja perusahaan.
2. Manfaat bagi institusi

Sebagai perbandingan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dengan situasi kerja lapangan juga sebagai bahan informasi atau sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

3. Manfaat untuk mahasiswa

Untuk menambah wawasan serta pengalaman penulis terutama manyangkut hal yang diteliti dan juga sebagai informasi tambahan untuk pembaca terutama adik kelas dalam menyusun Laporan Akhir Praktek.
1.5  Metologi Penelitian

1. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan. 
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaaan dengan tidak merubah bentuk seperti : Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan buku serta artikel perpajakan. 
2. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada pimpinan PGE dan karyawan yang berkaitan dengan bagian keuangan dalam perusahaan.
b. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas perpajakan dalam perusahaan.

c. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengambil referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan.
3. Teknik analisa data : Menggunakan kuantitatif komparatif. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa Kuantitatif Komperatif dimana metode ini merupakan penelitian dengan membandingkan perhitungan PPh 21 yang diperoleh dari perusahaan dengan perhitungan yang dilakukan penulis sesuai ketentuan UU Perpajakan yang berlaku.
1.6  Deskripsi Umum Entitas


1.6.1  Gambaran Umum Entitas

Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero), berdiri sejak tahun 2006 telah diamanatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan 14 Wilayah Kerja Pengusahaan Geothermal di Indonesia. Perusahaan yang menyediakan energi tanpa polusi ini, 90% sahamnya dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan 10% dimiliiki oleh PT Pertamina Dana Ventura.


Era baru bagi energi geothermal diawali dengan peresmian Lapangan Geothermal kamojang pada tanggal 29 Januari 1983 dan diikuti dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Unit-1 (30MW) pada tanggal 7 Pebruari 1983, dan lima tahun kemudian 2 unit beroperasi dengan kapasitas masing-masing 55 MW. Di pulau Sumatera untuk pertama kali beroperasi Monoblok 2 MW di daerah Sibayak-Brastagi sebagai Power Plant pertama dan pada Agustus 2001 PLTP pertama 20 MW beroperasi di daerah Lahendong.
Seiring dengan perjalanan waktu Pemerintah melalui Kempres No. 76/2000 mencabut Keppres terdahulu dan memberlakukan UU No. 27/2003 tentang geothermal, dimana PT Pertamina tidak lagi memiliki hak monopoli dalam pengusahaan energi geothermal tetapi sama dengan pelaku bisnis geothermal lainnya di Indonesia.
Dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut Pertamina telah mengembalikan 16 Wilayah Kerja Pengusahaan (WKP) Geothermal kepada Pemerintah dari 31 WKP yang diberikan untuk dikelola. 1974 - Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi geothermal di Indonesia telah diinisiasi oleh PT Pertamina (Persero). 1982 - Pengoperasian PLTP Unit I Kamojang yang menghasilkan listrik sebesar 30 MW.1983 - Peresmian lapangan geothermal Kamojang pada tangggal 29 Januari 1983.
Visi dan Misi Perusahaan
Visi

Menjadikan lahendong sebagai area bisnis utama dan operation excellence perusahaan.

Misi

Mengoptimalkan operational dan pengembangan energi geothermal yang berwawasan lingkungan, secara efektif, efisien dan aman bagi pekerja dan masyarakat, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stake holder.
a. Nama Perusahaan Bentuk Perusahaan
Nama perusahaan adalah PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong, bentuk perusahaan adalah PT (perseroan terbatas).
b. Lokasi Perusahaan 
PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong terletak di jalan Raya Tomohon – Lansot No. 420 Tomohon dengan kode pos 95362 – SULUT, dengan:

No. Telepon
: (0431) 351 378

No. Fax

: (0431) 351 175
Website

: http://www.pertamina.com
1.6.2  Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan.
Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsinya. 


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bagian Keuangan
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Sumber data: PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong

Berikut ini adalah uraian kerja/kegiatan dari salah satu unit kerja yang ada pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong:
1. Kontroler

Meliputi beberapa job description, antara lain:

a. Anggaran

Ada tiga tugas utama dari kontroler dalam kegiatan anggaran, antara lain:

1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

2) Monitoring pelaksanaan/realisasi penggunaan anggaran;

3) Evaluasi terhadap pelaksanaan untuk penyusunan RKAP tahun berikutnya.

Anggaran terbagi atas dua bagian, antara lain:
4) Anggaran Biaya Operasi (ABO) merupakan rencana biaya atau pengeluaran perusahaan dalam usaha untuk mendapatkan pendapatan dalam tahun yang berjalan. ABO terdiri atas empat jenis biaya, antara lain:

a) Salaries and Wages (Gaji)

b) Contracts (Kontrak)

c) Matrerials (Material)

d) Sundries (biaya lain-lain)

Seluruh realisasi biaya operasi akan di catat dalam laporan laba/rugi.

5) Anggaran Biaya Investasi (ABI) merupakan anggaran dari program kerja yang meliputi proses perencanaan pengeluaran sejumlah uang, baik cash maupun non cash dalam rangka untuk memperoleh atau menambah Harta Benda Modal (HBM).
Seluruh realisasi biaya investasi akan di catat ke laporan neraca sebagai aset, setelah melalui tahapan kapitalisasi atau pengakuan.
b. Pembayaran Tagihan

Setelah masa kontrak selesai maka vendor melakukan penagihan dengan menyiapkan beberapa dokumen seperti invoice, kwitansi, faktur pajak dan okumen pendukung lainnya, dan perusahaan menyiapkan SPPP (Surat permintaan Proses Pembayaran), purchase order/kontrak, service acceptance (jasa) atau goods peceip (material/barang)

Apabilah dokumen dari vendor telah lengkap. Apabila dokumen-dokumen sudah siap baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak vendor maka proses selanjutnya yaitu pembayaran tagihan.

c. Invoice
Bagian kontroler area lahendong bertugas untuk membuat invoice tagihan atas penjualan uap kepada PT. PLN (pembeli) melaluui keuangan PGE pusat. Invoice yang dii buat berdasarkan sales order atas uap yang sudah masuk ke turbinnya PT. PLN untuk menghasilkan listrik, yang di hitung berdasarkan Perjanjian Jual Beli Uap (PJBU) masing-masing unit.
d. Aset

Physical check asset di lakuakan pada setiap akhir tahun dengan tujuan memastikan keberadaan aset tersebut, mengetahui kondisi aset, dan mencatat lokasi/letak aset. Pada saat peroses kapitaliasi aset harus di pastikan nilai aset itu benar, menyiapkan dokumen untuk membantu user dalam membuat TCR (Technical Completion Report) yaitu laporan yang di buat oleh user yang menyatakan bahwa pekerjan barang/jasa terdebut telah sesuai dan siap di gunakan juga menyiapkan dokumen pendukung alinnya (invoice, faktur, dll) kemudian di sampaikan ke keuangan pusat (fungsi aset). 
2. Perbendaharaan
Meliputi beberapa kegiatan, antar lain:

a. Pembayaran Internal

Pembayaran internal dapat berupa panjar dan reimbursement. 

1) Panjar 

Pekerja hanya mengajukan permohonan tertulis ke bendahara perusahaan untuk mendapatkan Uang Muka Kerja (UMK).

2) Reimbursement 
Reimbursement yang di maksud dalm hal ini yaitu berupa pembayaran atas claim dinas (panjar kerja), pertanggungjawaban dan listrik.
Pembeyaran panjar dan reimbursement <10juta menggunakan pembayaran tunai sedangkan  >10juta melalui transfer bank. 
b. Perpajakan

Perusahaan memungut/memotong dua jenis pajak, antara lain Pajak Penghasilan (pasal 21, pasal 4(2), pasal 23) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Batas waktu penyetoran untuk PPh tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk PPN tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan untuk PPh tanggal 20 bulan berikutnya dan untuk  PPN tanggal 30/31 bulan berikutnya.
c. Pendanaan

Saldo cash on hand yang ada di perusahaan di pastikan dapat mendanai seluruh aktivitas perusahaan, antara lain: pembayaran pajak, UMK, dan claim dinas.
1.6.3  Aktivitas Usaha

PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong adalah salah satu perusahaan yang menghasilkan uap panasbumi yang di bangkitkan menjadi energi listrik yang bermanfaat untuk masyarakat. Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bagian energi dan petrokimia, terbagi ke dalam sektor Hulu dan Hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan.
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